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Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui peranan advokat non 
muslim yang menangani perkara di pengadilan agama dimana pradilan agama 
yaitu berwenang dan bertugas, memutus dan menyelsaikan perkara perkara di 
bidang perkawinan, kewarisan, wasiat,hibah,wakaf, infak dan sedekah para pihak 
yang bersengketa seharusnya memeluk agama islam sesuai dengan azas 
personalitas keislaman, tetapi banyak fenomena yang terjadi saat ini banyak 
advokat non muslim yang berbicara di pengadilan agama. 
Pertanyaan pertama yang ingin di jawab dalam penelitian ini adalah (1) 
Bagaimana hukum mewkilkan talak dalam agama islam (2) bagaimana bila di 
wakilkan kepada advokat non muslim.. kualitatif yang bertujuan mengumpulkan 
data dan informasi tentang advokat non muslim yang berbicara di pengadilan 
agama dengan menggunakan beberapa cara yaitu dengan metode. 
(1) Mereka dapat berperan dengan memberikan bantuan hukum kepada 
kliennya, melaksanakan prosedur beracara mendampingi kliennya dari 
awal hingga berakhirnya persidangan. 
(2) Advokat non mujslim kurang berkompenten dalam hukum materil karna 
dalil yang di gunnakan dalam hukum acara adalah undang undang nomor 1 
Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam dan mereka di perbolehkan 
menggunakan alquran,hadist,ima dan qiyas 
  
   
   
 MOTTO 
                           
                  
Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguh-Nya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum:21) 
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 BAB I 
PENDAHULAUN 
A. Penegasan Judul 
Guna memperjelas pokok bahasan penulisan proposal skripsi ini, maka 
perlu penjelesan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di 
dalamnya. Judul proposal skripsi ini adalah 
“KEABSAHANADVOKATNONMUSLIMDALAMCERAITALAK”. 
Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut : 
1. Keabsahan adalahberasal dari kata dasar absah. Keabsahan memiliki arti 
dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keabsahan dapat 
menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala 
yang dibendakan 
2. Advokatadalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di 
luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang
1
. 
3. Cerai Talak  yaitu Perceraian yang dilakukan oleh orang-orang yang 
beragama Islam yang diajukan oleh suami, pada prinsipnya hanya dapat 
dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraianitu baru dapat dilakukan 
setelah pengadilan gagal mendamaikan suami-istri. 
Jadi yang dimasud dengan 
“KeabsahanAdvokatNonMuslimDalamCeraiTalak” adalah meneliti status sah 
atau tidaknya sesorang yang meberikan jasa hukum baik di dalam maupun di 
luar persidangan dalam hal perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) 
namun orang yang memberikan jasa hukum tersebut beragama non muslim. 
                                                         
1
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 
  
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun yang menjadi alasan peneliti untuk membahs judul tersebut ialah: 
1. Alasan obyektif 
Untuk mengkaji lebih dalam dan menganalisis keabsahan advokat non 
muslim dalam cerai talak  
2. Alasan subyektif 
Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang 
penulis pelajari di fakultas syariah jurusan al ahwalu asy syaksiyah 
serta tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian 

































































70 undang undamg pradilan agama: 
 













































































D. Rumusan Masalah 
Berdasarkanlatar belakang diatas,makapenulismerumuskan 






E. Tujuandan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkanrumusanmasalahtersebutdiatas,makapenulisdapatmengin
dentifikasibeberapatujuandaripembahasantersebutantaralain: 









2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan secara teoritis sebagai sumbangan ilmu pengetahuan 
kepada pembaca untuk mengetahui permasalahan tentang 
keabsahanadvokatnonmuslimdalamceraitalak. 
b. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis 
untuk memenuhi syarat kademik dalam menyelesaikan studi di 





























































































































ADVOKA DALAM HUKUM POSITIF 
A. Pengertian  Advokat 
Pengertian advokat menurut Pasal 1 ayat (1) UU Advokat adalah orang 
yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan 
yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya 
dalam UU Advokat dinyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang 
memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, 
dan polisi). Namun demikian, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, 
peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. 
Dengan diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, LN 
Tahun 2003 Nomor 49, TLN Nomor 4255, maka profesi advokat di Indonesia 
memasuki era baru. Suatu era yang dalam konteks ini diartikan sebagai 
pemacu bagi seorang calon advokat untuk lebih baik dalam memberi 
pelayanan hukum kepada masyarakat. Untuk itu, sebagai titik tolak, peran, 
fungsi dan perkembangan organisasi advokat perlu dipahami secara benar, 




B. Peran dan Fungsi Advokat 
Mengikuti konsep trias politica tentang pemisahan kekuasaan negara, 
maka hakim sebagai penegak hukum menjalankan kekuasaan yudikatif, jaksa 
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 UU. No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Surabaya:Karya Anda, 2003),  hal. 17 
 dan polisi menjalankan kekuasaan eksekutif. Disini diperoleh gambaran 
hakim mewakili kepentingan negara, jaksa dan polisi mewakili kepentingan 
pemerintah. Sedangkan advokat tidak termasuk dalam lingkup kekuasaan 
negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Advokat sebagai penegak hukum 
menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan 
masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh kekuasaan negara (yudikatif dan 
eksekutif). 
Sebagai konsekuensi dari perbedaan konsep tersebut, maka hakim 
dikonsepsikan memiliki kedudukan yang objektif dengan cara berpikir yang 
objektif pula sebab mewakili kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh 
sebab itu, dalam setiap memeriksa, mengadili, dan menyesesaikan perkara, 
seorang hakim selain wajib mengikuti peraturan perundang-undangan harus 
pula menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang ditengah-
tengah masyarakat. 
Jaksa dan Polisi dikonsepsikan memiliki kedudukan yang subjektif 
dengan cara berpikir yang subjektif pula sebab mewakili kepentingan 
pemerintah (eksekutif). Untuk itu, bila terjadi pelanggaran hukum (undang-
undang), maka jaksa dan polisi diberikan kewenangan oleh undang-undang 
untuk menindaknya tanpa harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan 
berkembang ditengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, setiap 
 pelanggaran hukum (undang-undang), maka akan terbuka bagi jaksa dan 
polisi untuk mengambil tindakan. 
17
 
Sedangkan advokat dikonsepsikan memiliki kedudukan yang subjektif 
dengan cara berpikir yang objektif. Kedudukan subjektif Advokat ini sebab ia 
mewakili kepentingan masyarakat (klien) untuk membela hak-hak hukumnya. 
Namun, dalam membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus 
objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. 
Untuk itu, dalam kode etik ditentukan diantaranya, advokat boleh menolak 
menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, 
dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan 
kemenangan kepada klien. 
 
C. Perkembangan Organisasi Advokat di Indonesia 
Cikal bakal organisasi advokat secara nasional bermula dari 
didirikannya Persatuan Advokat Indonesi (PAI), pada 14 Maret 1963. PAI ini 
kemudian mengadakan kongres nasional yang kemudian melahirkan Peradin. 
Dalam perkembangannya, Peradin ini tidak terlepas dari intervensi 
pemerintah sebab perjuangannya pada waktu itu dianggap membahayakan 
kepentingan rezim pemerintah yang sedang berkuasa sehingga munculah 
organisasi advokat yang disebut Ikadin. Ikadin pun kemudian pecah dan 
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  Ibid hal. 20 
 advokat yang kecewa terhadap suksesi kepengurusan Ikadin mendirikan 
Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).
18
  
Sejak diberlakukannya UU Advokat pada tanggal 5 April 2003, maka 8 
organisasi advokat yaitu IKADIN, IPHI, HAPI, AKHI, AAI, SPI, HKHPM, 
dan APSI diamanatkan oleh pembentuk undang-undang untuk membentuk 
suatu organisasi advokat dalam kurun waktu 2 tahun. Untuk itu, dibentuklah 
Komite Kerja Advokat Indonesia, yang kemudian KKAI ini merumuskan 
Kode Etik Advokat Indonesia pada tanggal 23 Mei 2002 dan 
mendeklarasikan organisasi advokat sebagai organisasi payung advokat di 
Indonesia yang disebut Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia/Indonesian 
Advocates Asociation) pada tanggal 21 Desember 2004 yang akta 
pendiriannya disahkan pada 8 September 2005. 
Peradi tersebutlah yang pada saat ini menyelenggarakan Pendidikan Khusus 
Pendidikan Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), dan Magang 
bagi seorang yang berlatar pendidikan tinggi hukum yang berniat untuk 
menjalankan profesi advokat di Indonesia. 
Undang-undang ini memberikan kewenangan yang sangat besar kepada 
Organisasi Advokat untuk melaksanakannya dan mengatur Advokat. Karena 
besarnya kewenangan itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa baik dan 
buruknya wajah Advokat pada masa yang akan datang sangat tergantung pada 
organisasi Advokat. Tidak sedikitpin kewenangan dalam undang-undang ini 
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 Ibid hal. 22 
 yang diberikan kepada pemerintah untuk mengontrol atau mengawasi 
organisasi Advokat.
19
 Undang-undang ini memberikan jaminan bagi 
kemandirian organisasi odvokat. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan 
undang-undang ini mengenai organisasi Advokat dan berbagai kewenangan 
yang diberikan kepada organisasi Advokat sebagai berikut : 
1. pendirian serta susunan organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat; 
(pasal 28 ayat (2)); 
2. organisasi Advokat adalah organisasi yang bebas dan mandiri (pasal 28 
(1)); 
3. kewenangan kepada organisasi Advokat untuk mengangkat, mengawasi 
serta memberhentikan Advokat;. 
4. kewenangan kepada Organisasi Advokat untuk membentuk Kode Etik 
Advokat dan mengangkat Dewan Kehormatan serta Majelis Kehormatan 
Advokat. 
5. mengatur pendidikan Advokat; 
6. pengaturan magang bagi calon anggota Advokat; 
7. mengadakan seleksi bagi calon Advokat; 
8. mengawasi Advokat dan membentuk Komisi Pengawas Advokat; 
9. menjatuhkan sanksi kepada Advokat; 
10. memberhentikan Advokat; 
11. memberikan rekomendasi Advokat asing.20 
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D. Syarat Menjadi Advokat  
1. Batas Umur  Untuk Menjadi Advokat 
Persoalan umur ini menjadi perdebatan yang sangat alot diantara 
anggota DPR, ketika ada usulan bahwa syarat maksimum seseorang untuk 
menjadi Advokat adalah 40 tahun (bukan syarat seorang Advokat harus 
pensiun, karena tidak ada umur pensiun untuk Advokat). Usulan ini 
berdasarkan pertimbangan bahwa seseorang yang hendak berprofesi 
sebagai Advokat haruslah dimulai sejak awal sehingga diharapkan akan 
menekuni profesi Advokat secara serius dan dapat bekerja secara lebih 
professional. Profesi Advokat tidak bisa menjadi tempat penampungan 
para pensiunan profesi lainnya. Pendapat ini didukung kuat oleh 
organisasi-organisasi Advokat. Pada sisi lain ada para anggota yang tidak 
ingin adanya pembatasan umur maksigmum itu, beralasan bahwa profesi 
Advokat adalah profesi bebas, swasta yang dapat saja dilakukan oleh 
setiap orang yang ahli dibidang hukum. Karena itu profesi advokat 
membutuhkan keahlian yang dapat saja dijalani oleh siapa saja yang 
merasa ahli dibidang hukum. Masalah akan diapakai oleh masyarakat atau 
tidak, hal itu diserahkan pada mekanisme pasar.
21
 Oleh karena itu tidak 
perlu ada batas umur maksimum untuk menjadi Advokat. Akibat persoalan 
ini, pembahasan RUU Advokat tertunda sampai hampir satu tahun. 
Mengatasi masalah ini, persoalan umur dipending dan dilanjutkan pada 
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 masalah-masalah lainnya. Pada akhirnya ketika saat mengakhir tugasnya, 
Panitia Kerja memutuskan untuk tidak membatasi umur maksimum ini, 
setelah proses lobby dan kesepakatan atas masalah masalah lainnya 
terutama masalah mekanisme rekruitmen Advokat. Karena pada akhirnya 
seseorang hanya dapat menjadi Advokat harus melalui seleksi oleh 
organisasi Advokat. 
 
2. Hanya Sarjana Hukum atau Termasuk Sarjana Syari’ah 
RUU yang diajukan oleh Pemerintah, memberikan kemungkinan 
kepada Sarjana Syari’ah untuk menjadi Advokat, akan tetapi hanya 
terbatas untuk berpraktek di lingkungan Peradilan Agama. 
Pertimbangannya karena pekerjaan seorang yang berprofesi Advokat harus 
benar-benar seorang juris yang mendalami ilmu hukum secara khusus. 
Menurut pendapat kelompok ini, seorang Sarjana Syari’ah bukanlah 
seorang juris yang dimaksud itu akan tetapi seorang ahli agama dan 
khususnya hukum agama Islam. Walaupun diakui adanya matakuliah 
hukum umum pada Fakultas Syari’ah, tapi tidak mendalam seperti pada 
Fakultas Hukum. Apalagi mereka bukanlah Sarjana Hukum. Pendapat ini 
didukung kuat oleh seluruh organisasi Advokat. Perlakuan yang sama 
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 Pada sisi lain terdapat usulan bahwa Sarjana Syariah harus 
diperlakukan sama dengan Sarjana Hukum untuk menjadi Advokat dan 
tidak boleh ada diskriminasi, dengan pertimbangan bahwa Sarjana 
Syari’ah juga mempelajari Ilmu Hukum serta mendalami secara khusus 
Ilmu Hukum Islam. Masalah apakah jasanya dipakai oleh masyarakat atau 
tidak diserahkan kepada masyarakat, asal mereka lulus seleksi untuk 
menjadi Advokat. Perdebatan ini melebar sampai pada masalah mengapa 
Advokat Sarjana Hukum boleh praktek di Pengadilan Agama dan Advokat 
Sarjana Syari’ah tidak boleh praktek pada lingkungan Peradilan Umum. 
Perdebatan masalah ini menjadi lebih rumit karena pemerintah 
pada akhirnya setuju dengan usulan diperbolehkannya Sarjana Syari’ah 
diperlakukan sama dengan Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum, akan 
tetapi para Advokat yang menjadi anggota Tim Pemerintah tetap tidak 
setuju usulan baru ini, bahkan menimbulkan perdebatan dan kontoversi 
yang mengemuka di media massa. 
Setelah melalui perdebatan panjang serta proses lobby antar fraksi 
dan pemerintah, persoalan ini diputuskan pada Rapat Pleno Komisi II 
bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yaitu pada detik-
detik akhir pengambilan keputusan atas seluruh materi RUU ini dengan 
mengakomodir usulan diperbolehkannya Sarjana Syari’ah dan termasuk 
sarjana dari perguruan tinggi hukum lainnya (termasuk Sarjana Sekolah 
Tinggi Hukum Militer dan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian) untuk 
 menjadi Advokat asal lulus seleksi menjadi Advokat. Dalam waktu yang 
bersamaan disepakati pula adanya kewajiban mengikuti pendidikan 
Advokat selama enam bulan bagi setiap orang yang hendak menjadi 
Advokat. Walaupun akhirnya, disetujui Sarjana Syari’ah dan Sarjana 
Perguruan Tinggi Hukum lainnya diperlakukan sama dengan Sarjana 
Hukum untuk menjadi Advokat, tetapi Advokat Adnan Buyung Nasution 
yang mewakili organisasi Advokat memberikan catatan keberatannya. 
 
3. Tidak Berstatus Pegawai Negeri atau Pejabat Negara 
Masalah ini menjadi perdebatan ketika dibicarakan mengenai 
diperbolehkannya pegawai negeri yang menjadi dosen di perguruan tinggi 
untuk menjadi Advokat khususnya pada bidang non-litigasi. Beberapa 
anggota DPR, mepertanyakan kenapa harus ada kekhususan kepada para 
dosen? Mengapa tidak juga diberikan kepada pegawani negeri yang 
lainnya seperti pegawai biro hukum pada berbagai departemen dan staff 
pembinaan hukum pada POLRI maupun TNI? Dengan berbagai 
pertimbangan atas perdebatan yang muncul maka disepakati bahwa 
seluruh pegawai Negeri (sipil maupun militer) tidak dapat menjadi 
Advokat, dengan ketentuan bahwa tidak ada larangan bagi para daosen 
yang tergabung pada lembaga bantuan hukum dari universitasnya untuk 
 memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Karena undang-undang 
ini tidak mengatur tentang bantuan hukum.
23
 
4. Mekanisme Pengangkatan Adovokat 
a. Pengangkatan Adovokat 
Tidak ada persolan yang menimbulkan perdebatan tentang siapa 
yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Advokat. Semua 
setujua bahwa Advokat diangkat dan diberhentikan oleh organisasi 
Advokat. Yang menjadi persoalan adalah mekanisme pengangkatan, 
magang, pendidikan serta mekanisme seleksi calon Advokat. 
b. Segi Pendidikan Advokat 
RUU yang diajukan oleh pemerintah tidak mencamtukan 
adanya kewajiban pendidikan bagi calon anggota Advokat. Namun 
setelah diterimanya rumusan Sarjana Syrai’ah dan Sarjana pendidikan 
tinggi hukum lainnya untuk menjadi Advokat, ada keinginan untuk 
mewajibakan mereka agar mengikuti pendidikan tambahan khusus 
tentang profesi Advokat selama 6 bulan. Setelah melalui perdebatan, 
maka disetujui adanya pendidikan tambahan bagi calon Advokat 
sebelum diangkat menjadi Advokat terhadap seluruh calon Advokat 
(tidak lagi dibatasi pada sarjana di luar Sarjana Hukum dari Fakultas 
Hukum), dengan pertimbangan bahwa kwalitas sarjana yang tidak 
merata dan perlunya pelajaran tambahan tentang profesi Advokat dan 
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 Kode Etik Advokat yang harus dipelajari dan dipahami secara khusus 
oleh para calon Advokat. 
c. Magang 
Setiap calon Advokat diwajibkan untuk mengkuti magang di 
kantor Advokat secara terus menerus selama 2 tahun. Magang 
dimaksudkan agar calon Advokat dapat memeliki pengalaman praktis 




Dipersoalkannya magang ini terkait dengan kekhawatiran akan 
adanya tindakan diskrimisasi dari kantor Advokat dalam menerima 
calon Advokat yang magang, perlakuan yang bisa mengeksploitasi 
peserta magang serta kwalifikasi kantor Advokat yang dapat 
menerima peserta magang dan memberikan rekomendasi telah 
mengikuti magang. Akhirnya masalah ini disepakati dengan ketentuan 
bahwa Organisasi Advokat harus mengawasi proses magang ini dan 
hanya Kantor Advokat yang direkomendir oleh Organisasi Advokat 
yang dapat menerima dan memberikan rekomendasi bahwa calon 
Advokat telah mengikuti magang dikantor Advokat. Dasimping itu 
ditetapkan juga bahwa kantor Advokat yang direkomendir oleh 
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 Organisasi Advokat diwajibakan menerima peserta magang yang 
direkomendir oleh Organisasi Advokat. 
d. Seleksi Untuk Menjadi Advokat 
Salah satu syarat untuk diangkat sebagai Advokat adalah lulus 
ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat. Bagaimana 
pelaksanaan ujian ini oleh organisasi Advokat, tidak diatur oleh 
undang-undang ini akan tetapi diserahkan kepada organisasi Advokat. 
Kemandirian Advokat dalam undang-undang ini, nampak pada 
pengaturan tentang kemandirian Advokat dalam menjalankan 
profesinya dan kemadirian yang dimiliki oleh Organisasi Advokat. 
Paling tidak ada 7 ketentuan yang mengatur tentang kemandirian 
Advokat (yaitu dalam 7 pasal) dalam menjalankan profesinya, yaitu :
25
 
o Status Advokat sebagai penegak hukum (pasal 5) 
o Kebebasan mengeluarkan pendapat dan pernyataan didepan sidang 
pengadilan dalam membela kliennya (pasal 14) 
o Kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya (didalam maupun di 
luar pengadilan) (pasal 15) 
o Tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam 
menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik (pasal 16) 
o Hak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya (pasal 17) 
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 o Kewajiban menjaga rahasia dari apa yang diketahuinya dari kliennya 
dan hak kerahasiaan hubungan dengan klien (pasal 19), serta 
o Hak atas honorarium yang ditentukan atas kesepakatan. (pasal 21). 
Ketentuank-ketentuan mengenai kemandirian Advokat 
memperoleh perhatian yang sangat serius dari para anggota DPR, 
terutama anggota DPR yang bukan dari latar belakang Advokat atau 
ahli hukum. Berbagai pertanyaan dan pemikiran berkaitan dengan 
masalah ini antara lain, apa benar Advokat itu penegak hukum, 
apabila benar Advokat itu memiliki imunitas serta kerahasiaan 
hubungan dengan klien serta apa yang dimaksud dengan kebebasan 
Advokat? Padahal pada sisi lain, profesi Advokat adalah profesi yang 
bersifat swasta. 
Merespons berbagai pertanyaan dan kekhawatiran tersebut 
setelah melalui perdebatan, disimpulkan bahwa yang dimaksud 
penegak hukum dalam pasal itu adalah tidak sama dengan status 
penegakkan hukum lainnya yaitu polisi, jaksa, hakim dan petugas 
Lembaga Pemasyarakatan yang diberi kewenangan paksa oleh Negara 
untuk melakukan suatu tindakan atas nama hukum. Pengertian Status 
penegak hukum dari Advokat dalam undang-undang ini adalah dalam 
arti Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan 
mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya 
 dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan batas-batas 
hak-hak dan kebebsannya yang ditentukan undang-undang.  
Jaminan kebebasan Advokat dalam sebuah Negara adalah salah 
satu prinsip Negara hukum. Karena itu jaminan kebabasan bagi 
Advokat dalam menjalankan profesinya adalah mutlak diperlukan 
dengan jaminan undang-undang. Kebabasan yang dimakasud adalah 
bebas dari tekanan, ancaman maupun hambatan bagi Advokat dalam 
menjalankan profesinya dengan itikad baik. Artinya aparat penegak 
hukum lainnya harus memberikan jaminan kebebasan itu agar tercipta 
sebuah proses peradilan yang fair dan jujur. Jaminan kebebasan ini 
hanya dapat diwujudkan dengan baik, jika ada jaminan kerahasiaan 
hubungan antara Advokat dengan kliennya, jaminan bagi advokat, 
bagi masyarakat pengguna jasa Advokat bahwa segala yang 
diketahuinya dari kliennya adalam menjadi kewajiban bagi Advokat 
untuk merahasiakannya. Tanpa kewajiban ini tidak ada klien yang 
akan berani datang kepada seorang Advokat. 
 Advokat yang dikamsud dalam undang-undang ini bukanlah 
berarti bahwa Advokat bebas melakukan apa saja yang 
dikehendakinya dan dia tidak bisa dituntut baik pidana maupun 
perdata atas tindakan itu. Kebebasan yang dimkasud adalah hanya 
terkait dengan kebebasan dalam menjalankan profesinya untuk 
membela kliennya yang dilakukan dengan ititkad baik serta dibatasi 
 oleh kewajiban-kewajiban yang harus dihormati oleh Advokat 
berdasarkan kode ethic yang ditetapkan oleh Organisasi Advokat. 
Dengan dasar pemikiran dan pertimbangan yang demikianlah 
ketentuan-ketentuan mengenai kemandirian dan kebebasan Advokat 
ini disetujui. 
Ada kekhawatiran, tentang penentuan honorarium yang 
ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Advokat dan klien akan 
disalahgunakan oleh Advokat. Namun hal ini teratasi dengan adanya 
ketentuan yang mewajibkan Advokat untuk membela perkara-perkara 
bagi mereka yang tidak mampu secara cuma-cuma. Organisai 
Advokat harus mengatur lebih lanjut mekanisme pemberian hukum 
secara cuma-cuma ini, Persoalan ini menjadi perdebatan yang cukup 
alot di DPR, karena dikhawatirkan akan terjadi penolakan oleh 
Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, 
karena tidak adanya sanksi yang diatur dalam undang-undang ini bagi 
Advokat yang menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-
cuma. Oleh karena itu ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian 
bantuan hukum secara cuma-cuma ini diatur lebih lanjut oleh 
organsasi Advokat.  
  
 BAB III 
CERAI TALAK 
 
A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak 
Talak disyari’atkan berdasarkan dalil yang bersumber dari Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’ 
Ulama’. Firman Allah SWT : 
ناسحإب حيرست وأ فورعبم كاسمإف ناترم قلاطلا 
“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau 
menceraikan dengan cara yang baik.” (Q.S. Al-Baqarah : 229)26  
Kedua, sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:  
)هيرغ و وجام نبا هاور( قاسلاب ذخأ نلم قلاطلا انمإ 
“Sesungguhnya talak itu bagi orang yang berhak menggauli istri.” (HR. Sunan Ibnu Majah dan 
yang lain) 
Ketiga, ijma’ ulama sepakat bahwa talak disyari’atkan dalam Agama Islam tanpa ada 
satupun ulama’ yang menentang terhadap disyari’atkannya  talak.  
Hukum talak berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya. Terkadang talak itu 
hukumnya mubah, tapi juga bisa juga menjadi makruh. Terkadang juga sunnah, tetapi bisa juga 
menjadi wajib dan bisa manjadi haram. Dengan demikian, talak hukumnya ada lima : mubah, 
makruh, sunnah, wajib dan haram. 
27
 
Hukum talak menjadi mubah, jika sang suami membutuhkan hal itu, dikarenakan buruknya 
akhlak sang istri yang hal tersebut bisa membawa bahaya bagi keluarga yang sedang dibinanya. 
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 Karena dengan kondisi seperti ini, tidak akan dapat mencapai tujuan nikah yang sebenarnya, 
apalagi jika pernikahan itu tetap dipertahankan. 
Talak bisa menjadi makruh jika tidak dibutuhkan. Misalnya kondisi kondisi suami istri 
tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada perubahan yang menghawatirkan. Bahkan 
sebagian ulama’ mengharamkan talak dalam kondisi yang seperti ini. Hal ini dilandaskan kepada 
hadis Nabi SAW. tentang perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. 
Talak bisa menjadi sunnah jika sangat dibutuhkan. Hal ini terjadi demi mempertahankan 
pernikahan tersebut dari sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya bagi hubungan suami atau istri. 
Seperti saat terjadinya perselisihan dan perpecahan diantara mereka. Dalam kondisi semacam ini 
jika pernikahan tersebut tetap dipertahankan, maka akan membahayakan sang istri, padahal 
Rasulullah Saw. bersabda:  
نأ قازرلا دبع انثدح يىيح نب دممح انثدح نبا نع ةمركع نع يفعلجا رباج نع رمعم انأب
 و وجام نبا هاور( رارض لا و ررض لا ملس و ويلع للها ىلص للها لوسر لاق لاق سابع
)هيرغ 
“Diriwayatkan dari Muhammad bin Yahya, dari Abdur Razzaq, dari Jabir Al-Ju‟fi, dari „Ikrimah 
dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda ; tidak boleh membahayakan orang 
lain  dan tidak boleh juga membalas perbuatan orang lain yang membahayakanmu.” (H.R. Ibnu 
Majah Dan yang lain).
28
 
Talak menjadi wajib bagi suami untuk menjatuhkannya kepada istri jika sang istri tidak 
istiqomah (komitmen) dalam melaksanakan perintah agama. Misalnya, istri sering meninggalkan 
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 shalat sedangkan ia tidak bisa lagi untuk dinasehati dan tidak bisa lagi menjaga kehormatannya, 
maka sang suami wajib menceraikan istrinya tersebut.  
Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa apabila suami mendapati istrinya melakuka zina maka 
tidak dimungkinkan lagi suami mepertahankan istri yang demikian.  
Talak hukumnya menjadi haram dijatuhkan oleh suami bila kondisi sang istri dalam 
keadaan haid atau nifas. Begitu juga suami dilarang menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu 
waktu.  
 
B. Putusnya Perkawinan 
Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena 
terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang 




Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata " َْقلاِْطإ" artinya lepasnya suatu ikatan 
perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.234 Menurut istilah syarak talak adalah: 
 ِةَّيِجْوَّزلا ِةََقلاَعْلا ُءاَه ِْنإَو ِجاَوَّزلا َِةطِبَار ٌّلَح 
"Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. 
Menurut Al-Jaziri, talak ialah": 
 ِوِّلَح َناَصْق َن ْوَأ ِحاَكِّنلا َُةلَازِإ ُقَلاَّطَلا  ٍصْوُصَْمَ ٍظْفَِلب 
“Talaq ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurawi pelepasan ikatannya 
dengan menggunakan kata tertentu." 
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 Sedangkan menurutAbu Zakaria Al-Anshari, talak ialah: 
 ِِهوَْنََو ِقَلاَّطلا ِظْفَِلب ِحاَكِّنلا ِدْقَع ُّلَح 
“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.”  
Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya 
ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini teljadi dalam talak ba'in, 
sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi 
suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga 
menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak raj'i.
30
 
C. Macam-macam Talak 
Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi 
menjadi dua macam, yaitu: 
1. Talak raj'i. 
2. Talak barn.31 
Dari dua macam talak tersebut, kemudian bisa dilihat dari beberapa segi, antara lain: 
a. Dari segi masa idah, ada tiga, yaitu: 
1) Idah haid atau suci 
2) Idah karena hamil 
3) Idah dengan bulan 
b. Dari segi keadaan suami, ada dua: 
1) Talak mati 
2) Talak hidup 
c. Dari segi proses atau prosedur teqadinya, ada tiga: 
                                                         
30
  Ibid hal. 95 
31
  Ibid hal. 100 
 1) Talak langsung oleh suami 
2) Talak tidak langsung, lewat hakim (Pengadilan Agama) 
3) Talak lewat hakamain 
d. Dari segi baik tidaknya, ada dua: 
1) Talak sunm 
 
1. Talak Raj'i 
 Talak raj'i yaitu talak di mana suami masih mempunyai hak untuk merujuk 
kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-
benar sudah digauli.  
Hal ini sesuai dengan finnan Allah dalam QS Al-Talak ayat 1: 
                          
                   
                           
              32 
Artinya : Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu 
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan 
hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu 
keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali 
mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka 
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 Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui 
barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. 
 
Yang dimaksud dengan "menghadapi idah yang wajar" dalam ayat tersebut adalah 
istri-istri itu hendaknya ditalak ketika suci dan belum dicampuri. Sedangkan yang 
dimaksud dengan "perbuatan keji" adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan 
pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar dan sebagainya. Adapun yang 
dimaksud dengan "sesuatu yang baru" adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali 
apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali. 
Dengan demikian, jelaslah bahwa suami boleh untuk merujuk istrinya kembali 
yang telah ditalak sekali atau dua kali selama mantan istrinya itu masih dalam masa idah. 
Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229: 
                          
                       
                        
                 33 
Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara 
yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil 
kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya 
khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa 
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 keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada 
dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. 
Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang 
melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS Al-Baqarah 
:229) 
Oleh karenanya, manakala istri telah diceraikan dua kali, kemudian dirujuk atau 
dinikahi setelah sampai masa idahnya, sebaiknya ia tidak diceraikan lagi. 
Dalam suatu riwayat desebutkan tentang asbabun nuzul ayat tersebut di atas, yaitu 
berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi sebagai berikut: 
 َذِإ َناَك ِلُجَّرلا َّنَِأب َكِلَذَو .... ٍسَّاَبع ِنْبا ْنَع ْنِإَو اَهِتَعْجَِرب ُّقَحَأ َوُه َف َُوَتَأرْما َقََّلط ا
 ٍناَسْحِِإب ٍحِْيرْسَتْوَأ ٍفْوُرَْعبم ٌكاَسْمَِإف نَاتَّرَم ُقَلاَّطلا َلَاقَو َكِلَذ َخَسَن َف ًاَثلاَث اَهَقََّلط 
Dari Ibnu 'Abas r.a.. yaitu "Apabila laki-laki telah menceraikan istrinya, ia beranggapan 
bahwa ia lebih berhak merujuk istrinya itu, sekalipun istrinya telah diceraikan sampai 
tiga kali. "Lalu nasakh (diamandemen) hukumnya dengan firman Allah yang artinya: 
"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang 
ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik" (HR Nasa'i). 
Kategori talak raj'i adalah sebagai berikut. 
a. Talak satu atau dua tanpa iwadh dan telah melakukan hubungan suami istri. 
1) Talak mati, tidak hamil: 
Firman Allah QS Al-Baqarah ayat 234: 
                         
                        
          34 
Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri 
(hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh 
hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) 
membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah 
mengetahui apa yang kamu perbuat. 
 
2) Talak hidup dan hamil 
Dalam Al-Qur'an Surat Al-Talak ayat 4 Allah berfirman: 
            
“dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka 
melahirkan kandungannya”.  (QS Al-Talak :4) 
3) Talak mati dan hamil. 
4) Talak hidup dan tidak hamil. 
5) Talak hidup dan belum haid.35 
Allah Swt. memperbolehkan talak hanya sampai dua kali agar laki-laki tidak leluasa 
menceraikan istrinya apabila terjadi perselisihan. Bila tidak dibatasi mungkin sekali laki-
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 laki sebentar-sebentar menceraikan istrinya hanya karena ada perselisihan sekecil apa pun. 
Setelah aturan ini diturunkan Allah Swt., maka laki-laki sadar bahwa penceraian itu tidak 
boleh dipermainkan begitu saja. Paling banyak talak hanya diperbolehkan dua kali seumur 
hidup, atau selamapergaulan suami istri. Bilapenceraian sudah sampai tiga kali, berarti telah 
melampaui batas dan ketika itu tertutuplah pintu untuk kembali. 
Aturan talak tersebut juga menyebabkan wanita insafdan sadar bahwa penceraian 
dengan suaminya itu adalah suatu aib atas dirinya dalam pandangan masyarakat. Dengan 
demikian, mereka dapat mengelakkan sesuatu yang mungkin menjadi perselisihan dalam 
masalah rumah tangga. 
Pada hakikatnya, talak yang lebih dari dua kali itu tidak dilarang oleh Allah Swt., 
tetapi yang dilarang adalah rujuknya kembali setelah itu. Sebanyak-banyaknya talak adalah 
tiga kali dan sekurang-kurangnya adalah satu kali. Ditinjau dari bentuk ucapan talak dan 
lafalnya, talak terbagi menjadi dua, yaitu talak dengan terang-terangan dan talak dengan 
sindiran. Ditinjau dari segi syariatnya, talak terbagi menjadi talak sunm dan bid'iy. Ditinjau 
dari segi waktu terjadinya, terbagi menjadi talak munajjaz dan talak mu'allaq. Ditinjau dari 
segi pengaruhnya dalam mengakhiri ikatan suami istri, talak terbagi menjadi talak raj'i dan 
talak bain.  
Talak yang terang-terangan membutuhkan niat untuk menjelaskan maksudnya, 
karena petunjuk dan maknanya sudah jelas dan talak terang-terangan mempunyai syarat, 
yaitu lafalnya dihubungkan dengan istri seperti ia katakan istriku tertalak atau kamu 
tertalak. 
Al-Syafi'i mengatakan: kata-kata talak yang terang-terangan ada tiga, yaitu: 
 _ ُقَلاَّطَلاَحارِسلا _ قَارِفَْلا 
 "Thalaq, Firaq, dan Sirah." Semua itu tersebut di dalam Al-Qur'an, sebagian mazhab 
Dzahiri mengatakan talak tidak sah, kecuali dengan ketiga lafal ini, maka wajib membatasi 
lafal Syar'i yang disebutkan dalam kalimat itu. 
Talak kinayah adalah talak yang diucapkan dengan mempergunakan kata-kata yang 
bila mengundang pengertian talak dan bisa pula mengundang pengertian lain daripada talak 
bagi orang yang mengucapkannya, sedang dalam bahasa sehari-hari tidak terkandung 
pengertian talak di dalamnya. Umpamanya urusanmu di tanganmu, pergilah engkau, 
pulanglah engkau kepada keluargamu, atau kata-kata sindiran lainnya.
36
 
Talak sharih yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya adalah "jatuh", 
walaupun ia tidak berniat karena talak sharih tidak memerlukan niat, tetapi talak kinayah 
"hanya jatuh" apabila ada niat, artinya diniatkan untuk menjatuhkan talak. 
Talak yang diucapkan suami dengan jelas terhadap istri maka talaknya terjadi atau 
sah, sedang talak yang diucapkan suami dengan mempergunakan bahas kinayah diniatkan 
mentalak maka talaknya dihukumi sah juga, adapun kinayah tanpa maksud tujuan mentalak 
merupakan ucapan sia-sia belaka (tidak menjadi sebab terjadinya talak). 
Ditinjau dari segi sifat syariatnya, talak terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 
a. Talak Sunni 
Talak sunni adalah talak yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama, yaitu 
seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampurinya dengan sekali talak di masa 




                   
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 Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang 
ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS Al-Baqarah : 229) 
Pengertiannya, talak yang disunahkan satu kali, dan dalam masa itu suami bisa 
memilih apakah kembali kepada istri atau berpisah dengan baik. 
Dikatakan sebagai talak sunni mempunyai tiga syarat berikut: 
1) Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli. Bila talak dijatuhkan pada istri yang belum 
pemah dikumpuli, tidak termasuk talak sunni. 
2) Istri dapat segera melakukan idah suci setelah ditalak. Yaitu istri dalam keadaan suci dari 
haid. 
3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. Dalam masa suci itu suami tidak 
pernah mengumpulinya. 
Para ulama sepakat bahwa talak sunni adalah talak yang dijatuhkan, di mana istri dalam 
keadaan suci yang belum dicampuri atau dalam keadaan istri telah jelas hamilnya, tidak dalam 
masa haid, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa Nabi Muhammad Saw. 
bersabda kepada Umar: 
 َق َف َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِّبَِّنِلل َكِلَذ َرََكذَف ٌضِئاَح َيِىَو َُوَتَأرْما َقََّلط ُوََّنأ َرَمُع ِنْبا ْنَع َلا
 ِىَاط َيِىَو اَهْقَِّلطُِيل َُّثُ اَهْعِجَار ُيْل َف ُهْرُم ٌلِماَح ْوَأ ٌر 
Dalam suatu riwayat bahwa Ibnu Umar r.a. mentalak istrinya yang sedang haid, maka 
Umar r.a. melaporkan hal itu kepada Nabi Muhammad Saw. dan bersabda "Suruh dia 
supaya merujuknya kemudian mentalaknya apabila dia sudah suci atau sedang hamil." 
(HR. Nasa'i) 
b. Talak Bid'i 
Talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. 
Talak bid'i merupakan talak yang dilakukan bukan menurut petunjuk syariah, baik 
 mengenai waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya. Dari segi waktu, ialah talak 
terhadap istri yang sudah dicampuri pada waktu ia bersih atau terhadap istri yang sedang 
haid. Dari segi jumlah talak, ialah tiga talak yang dijatuhkan sekaligus. Ulama sepakat 
bahwa talak bid'i, dari segi jumlah talak, ialah tiga sekaligus, mereka juga sepakat bahwa 
talak bid'i itu haram dan melakukannya berdosa.
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Talak bid'i antara lain: 
1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebuthaid (menstruasi). 
2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri dalam keadaan suci, tetapi sudah 
pernah dikumpuli suaminya ketika dia dalam keadaan suci tersebut. 
Sabda Rasulullah Saw: 
 ُللها ىَّلَص ِللها ِلْوُسَر ِدْهَع ِفِ ٌضِئاَح َيِىَو َُوَتَأرْما َقََّلط ُوََّنأ َرَمُع ِنْبا ْنَع ٍعِفَان ْنَع
 َلَأَسَف َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوْنَع ُللها َيِضَر ِباَّطَْلْا ُنُْبرَمُع  َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُلْوُسَر  
 َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُلْوُسَر َلاَق َف َكِلَذ ْنَع  َّتََّح اَهْكِسْمُِيل َُّثُ اَهْعِج َار ُيْل َف اْوُرُم
 َُّثُ َرُهْطَت َُّثُ َضْي َِتَ َُّثُ َرُهْطَت َكْلَِتف َّسََيَ ْنَأ َلْب َق َقََّلط َءاَش ْنِإَو ُدْع َب َكَسَْمأ ََءاش ْنِإ
.ُءاَسِّنلا َاَلَ َقََّلطُت ْنَأ َّلَجَو َّزَع ُللها َرََمأ ِتََّّلا ُة َّدِعْلا 
"Dari Nafi Ibnu Abdullah ibnu Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar telah menceraikan 
istrinya ketika haid di zaman Rasulullah masih hidup, lalu Umar bertanya kepada 
Rasulullah tentang hal itu, maka Rasulullah menjawab "Perintahkan ia untuk merujuknya 
kemudian agar dia pegang istrinya sampai waktu suci, kemudian dia berhaid lalu suci lagi, 
kemudian jika ia mau, ia tetap boleh pegang istrinya setelah itu. Tetapi.jika ia mau mentalak 
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 sebelum ia mencampurinya. Maka yang demikian itulah idah yang dipenntahkan oleh Allah 
untuk mentalak istri-istri. (HR Nasa'i) 
Para ulama berbeda pendapat tentang jatuh tidaknya talak bid'i itu, yaitu: 
1) Pendapat mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali 
menyatakan bahwa talak bid'i walaupun talaknya haram, tetapi hukumnya adalah sah dan 
talaknya jatuh. Namun sunnah untuk merujuknya lagi. Pendapat ini adalah pendapat Imam 
Abu Hanifah dan Syafi'i. Adapun menurut Imam Maliki hukum merujuknya justru wajib. 
2) Segolongan ulama yang lain berpendapat bahwa tidak sah, mereka menolak memasukkan 
talak bid'ah dalam pengertian talak pada umumnya, karena talak bid'ah bukan talak yang 
diizinkan oleh Allah Swt., bahkan diperintahkan oleh Allah Swt. untuk meninggalkannya. 
 
Apabila dinggap sah talak padawaktu istri haid atau pada waktu suci dari haid namun 
telah dicampuri, maka hal itu terdapat adanya unsur penganiayaan. Maka, dapat dipahami perintah 
Rasulullah kepada Ibnu Umar yang mentalak istrinyayang sedang haid agar ia rujuk kembali yang 
berarti menambah lebih panjang masa idahnya, ini adalah suatu penganiayaan. Hal ini mustahil 
dikehendaki oleh Rasulullah dan tidak sesuai dengan prinsip Islam, yang lebih tepat bahwa 
perintah Rasulullah kepada istrinya adalah untuk menghindarkan istri dari penganiyaan dan 
memberi jalan yang lebih baik baginya. Maksud tersebut tidak akan tercapai kalau sekiranya talak 
Ibnu Umar terhadap istrinya yang sedang haid dipandang sah. 
Ditinjau dari segi waktu kejadiannya talak terbagi dua: 
a. Talak Munajj as (kontan) 
b. Talak Mua'llaq (digantungkan) 
Talak munajjas adalah talak yang tidak digantungkan kepada syarat dan tidak pula 
disandarkan kepada suatu masa yang akan datang, tetapi talak yang dijatuhkan pada saat 
diucapkannya talak itu sendiri. Umpamanya, suami berkata kepada istrinya, "engkau aku talak." 
 Talak mua'llaq adalah talak yangjatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang. 
Umpamanya, suami berkata kepada istrinya, "engkau tertalak besok atau engkau tertalak yang 
akan datang". Pengistilahan yang lain dari talak mua'llaq adalah ta'lik talak, ta'lik talak versi 
Indonesia ini berlainan dengan ta'lik talak yang dalam kitab fikih, di mana yang menjadi sasaran 
adalah istri, seperti suami mengatakan kepada istrinya: Kalau kamu ke luar dari rumah ini, engkau 
tertalak, sedang ta'lik versi Indonesia yang menjadi sasaran adalah suami.254 
Ta'lik talak didasarkan pada firman Allah Swt. OS Al-Nisa ayat128: 
                            
                         
           39 
Artinya :Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyu atau sikap tidak acuh dari suaminya, 
Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan 
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika 
kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak 
acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 
Talak mu'allaq dilakukan dengan mengaitkan shigat talak dengan kata yang 
menunjukkansyarat atau yang semakna dengan itu, seperti bilamana dan sebagainya. Satu contoh: 
"Jika kamu pergi ke tempat anu, maka engkau tertalak." 
Para fokaha berbeda pendapat tentang jatuhnya talak yang bersyarat, fukaha mazhab 
Hanafi dan Syafi'i berpendapat hal itu dianggap talak, berbeda dengan fukaha lain yang 
mengatakan bahwa talak tidak dianggap sah bila tujuannya menyuruh melakukan sesuatu atau 
menolak melakukannya. 
Ada tiga syarat sahnya ta'lik, yaitu: 
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 a) Harus disandarkan pada perkara yang belum ada tetapi akan ada, apabila digantungkan 
atas perkara yang belum ada, maka talaknya jatuh pada saat ta'lik diucapkan. 
b) Sewaktu ta'lik talak diucapkan, perempuan yang akan ditalak masih dalam kekuasaan dan 
ikatan perkawinan suaminya. 
c) Suami yang menalak adalah suami sah dari istri yang akan ditalak. 
 
Dalam pandangan yang lain tentang beberapa syarat untuk menentukan jatuhnya talak 
muallak adalah: 
a) Maksud suami mengucapkan perkataan tersebut ialah dengan niat untuk menjatuhkan 
talak kepada istri. 
b) Peristiwa, tindakan, atau masa yang disyaratkan itu mungkin terjadi atau mungkin ada 
atau mungkin akan datang. 
 
Maksud diadakannya ta'lik talak ialah suatu usaha dan daya upaya untuk melindungi 
istri dari tindakan sewenang-wenang suaminya. Syariat Islam telah menentukan secara 
terperinci hak istri atas suami, tetapi istri tidak memiliki alat pemaksa supaya suami 
menunaikan kewajibannya. Dengan adanya sistem ta'lik talak ini, nasib istri dan 
kedudukannya dapat diketahui. 
Talak, ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali kepada istri, ada dua 
bagian: 
1. Talak Raj'i 
Sudah dipaparkan sebelumnya. Namun di sini kami kemukakan lagi secara singkat. 
Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah 
dicampurinya dan masih dalam masa idah. Dalam kondisi ini, suami berhak merujuknya lagi, 
baik istri setuju atau tidak. Jelasnya, talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada 
istrinya sebagai talak satu atau talak dua. Apabila istri berstatus idah talak raj'i, suami boleh 




Rukun rujuk ada tiga, yaitu istri, suami, dan shigat. 
a. Istri yang boleh dirujuk suaminya adalah: 
1) Yang sudah dicampuri oleh suaminya; 
2) Yang baru mengalami talak raj'i (talak pertama atau kedua); 
3) Perceraian dengan wanita itu bukan dengan jalan khulu' (talak tebus); 
4) Wanita itu masih tetap sebagai muslimat; 
5) Wanita itu masih dalam idah raj'i; dan 
6) Istri yang sudah ditentukan kepada siapa talak tersebut dijatuhkan. 
b. Suami (Murtaji) atau wakilnya haruslah memenuhi ketentuan berikut: 
1) Suami harus sehat akalnya. 
2) Suami harus sudah balig. 
3) Rujuk itu dilakukan atas kemauan suami dan kesadarannya sendiri. Rujuk tidak 
sah atas paksaan orang lain. 
c. Sighat, yaitu lafal untuk menyatakan rujuk: 
1) Lafal sharih atau kinayah 
2) Lafal itu harus bersifat munajjaz, yaitu rujuk langsung berlaku sehabis lafal itu 
diucapkan. 
3) Tidak boleh dikaitkan dengan batas waktu. Pada waktu rujuk, disunatkan adanya 
saksi. Istri yang tidak boleh dirujuk lagi adalah yang sudah ditalak tiga, cerai 
khulu' atau fasakh. 
Dengan demikian, dapat dicermati bahwa rujuk bisa dilakukan manakala suami 
mentalak istri dalam hitungan talak satu atau dua disertai kesadaran suami melakukan 
rujuk tanpa paksaan dari pihak lain. Oleh karena maksud dan tujuannya adalah sebagai 
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 ishlah dari masa yang telah lalu, dan juga rujuk merupakan hak dan wewenang suami 
yang tidak boleh dicampuri pihak lain, tentunya dalam pelaksanaan rujuk harus 
dilaksanakan sesuai dengan syariat agama. 
2. Talak Bain 
Talak bain adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak 
bain ini terbagi menjadi dua bagian:
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a. Talak bain shugra, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas 
suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu. 
Yang termasuk dalam talak bain shugra ialah: 
1) Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi dukhul (setubuh) 
2) Khulu' 
 Hukum talak bain shugra: 
1) Hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri 
2) Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat (menyendiri 
berdua-duaan) 
3) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal. 
4) Bekas istri, dalam masa idah, berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan 
berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah. 
5) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru. 
 
b. Talak Bain Kubra, ialah talakyang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas 
istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu idah 
atau sesudahnya. 
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 Sebagian ulama berpendapat yang termasuk talak bain kubra adalah segala macam 
perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti: ila. zihar, dan li'an.
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Hukum talak bain kubra: 
1. Sama dengan hukum talak bain shugra nomor 1,2, dan 4. 
2. Suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-
laki lain. 
Allah Swt. Berfirman Al-Baqarah 230: 
                          
                     
         43 
Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka 
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. 
Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya 
(bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan 
dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya 
kepada kaum yang (mau) Mengetahui.  (QS. Al-Baqarah : 230) 
Maksudnya, apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka 
perempuan itu tidak boleh dikawini lagi sebelum perempuan tersebut menikah dengan 
laki-laki lain. 
  
D. Sebab-sebab Batalnya Perkawinan (Fasakh) 
Selainhal-hal tersebut ada juga hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya. fasakh, yaitu 
sebagai berikut. 
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 1. Karena ada balak (penyakit belang kulit). Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda :  
 َع ْن  جوزت َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َلْوُسَر َّنَأ ُوْنَع ُللها َيِضَر ٍدْيز ِنْب ٍبْعَك ًةأرما
 اهحشكب َرَصَْبأ ِشَارفلا ىَلَع َدَع َقَو ُُوبْو َث َعَضَو َف اَه ْ يَلَع َلَخَذ ا َّمَل َف ،ٍرافغ نىب نم
 أيش اىاتأ امم دخأي لمو كبابث كيلع ىدخ : لاق ثُ شارفلا نع زانَاف اضايب
)ىقهيبلاو دحمأ هاور( 
Artinya : "Dan Ka'ab bin Zaid r.a bahwasanya Rasulullah Saw. Pernah memkahl seorang 
perempuan Bani Gifa. Maka. tatkala bagaimana akan bersetubuh dan perempuan itu 
telah meletakkan kainnya dan ia duduk di ataspelaminan, terlihatlah putih (balak) di 
lambungnya. lalubeliau berpaling (pergi dari pelamin itu) seraya berkata-Ambillah 
kainmu, tutuplah badanmu, dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barangyang 
telah diberikan kepada perempuan itu." (HR Ahmad dan Baihaqi) 
2. Karena gila. 
3. Karena penyakit kusta.44 
Berkenaan dengan hal itu, Umar berkata: 
اق ونع للها يضر رمع نع صرب وأ ماذج وأ نونج ابهو ةارمإ جوزت لجر ايَأ : ل
 كلام هاور( اهيلو ىلع مرغ اهجوزل كلذو لام اك اهقادص اهلف اهسمف
)ىعفاشلاو 
"Dan Umar r.a. berkata: Bilaman seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang 
pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau berpenyakit kusta, lalu disetubuhinya 
perempuan itu, maka ia berhak mendapatkan mahamya dengan penuh. Dengan demikian, 
suami berhak menagih kepada walinya." (HR Malik dan Syafi'i) 
4. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC, dan lain sebagainya. 
Dijelaskan dalam suatu riwayat. 
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  وأ نونج وىو ةأرم اب جوزت لجر ايَأ : لاق ونع للها يضر بيسلما نبا ديعس نع
)كلالما هاور( تقراف تءاش نإو ترق ت ءاش نإف يرتخ انهإف ررض 
"Dan Sa'i'd bin Musayyab r.a. ia berkata: "Barangsiapa di antara laki-laki yang menikah 
dengan seorang perempuan, dan pada laki-laki itu ada tanda-tanda gila, atau tanda-
tanda yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilihjika mau ia tetap 
(dalam perkawinannya) dan jika ia berkehandak cerai maka si perempuan itu boleh 
bercerai." (HR Malik) 
5. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud 
perkawinan (bersetubuh). 
 ْوَأ َءاَصْر َب اَىَدَجَو َف َاِبه َلَخَدَف ٍَةَأرْما َجَّوَز َت ٍلُجَر َا ُّيَأ : َلَاق ُوْنَع ُللها َيِضَر ِّيِلَع ْنَع
اَهَل َف ًةَمْوُدَْمَ َْوأ ًَةن ْو ُنَْمَ  ٌنْر َق اَه ْنِم ُهَّرَغ ْنَم ىَلَع َُول َوُىَو اَىاَِّيإ ٍسْيسَِبم ُقاَد َّصلا
 نب ديعس هاور( اَهِجْر َف ْنِم َّلَحَتْسا َابم ُرْهَمْلا اَهَل َف اَه َّسَم َّنَِإف ِراَِيْلِْاب اَهُجْوَز َف
)روصنم 
DariAii r.a. berkata: "Laki-laki mana sajayang menikahi seorang wanita dan ia telah 
menggauli wanita itu dengan mendapati wanita tersebut berpenyakit balak. maka wanita 
tersebut berhak mendapatkan mahamya karena ia telah digauli. Bagi si suami berhak 
menuntut kepada orangyang telah menipunya. Danjika si suami mendapati istrinya 
terkena qara (daging yang menyumbat lubang kemaluan)suami boleh memilih:jika ia 
telah menggauli istnnyaitu, istri berhak mendapatkan maharnya atas penghalalan 
kemaluan istrinya itu." (HR Said bin Mansur). 
 
6. Karena 'unnah, yaitu zakar laki-laki impoten (tidak hidup untuk jimak) sehingga tidak 
dapat mencapaiapa yang dimaksudkan dengan nikah. 
  ًةَنَس ُل َّج َؤ ُي يننعلا َّنَأ ُرَمُع ىَضَق : َلَاق ُوْنَع ُللها َيِضَر ِبَّيَسُمْلا ِنْبا ِدْيِعَس ْنَع
)روصنم نب ديعس هاور( 
Dari Sa'id bin Musayyab r.a. berkata: "Umar bin Khathab telah memutuskan 
bahwasanya laki-lakiyang 'unnah diberi tenggatsatu tahun." (HR Said bin Mansur) 
Diberi janji satu tahun, bertujuan mengetahui dengan jelas bahwa suami itu 
'unnah atau tidak atau mungkin bisa sembuh. Hal-hal yang lain juga diqiaskan dengan aib 
yang enam macam tersebut, yaitu aib-aib yang lain, yang menghalangi maksud 
perkawinan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Allah Swt. berfirman 
dalam surat Al-Baqarah : 231: 
                    45 
janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian 
kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah 
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.  (QS Al-Baqarah : 231) 
Pendapat lain mengatakan /osafeh artinya merusak akad nikah, bukan 
meninggalkan. Pada hakikatnya, /asafeh ini lebih keras daripada khulu', dan tak ubahnya 
seperti melakukan khulu' pula. Artinya, khulu' yang dilakukan oleh pihak perempuan 
disebabkan ada beberapa hal. Perbedaannya adalah khulu' diucapkan oleh suami sendiri, 
sedangkan /osafeh diucapkan oleh qadi nikah setelah istri mengadu kepadanya dengan 
mengembalikan maharnya. 
Di samping itu, /osafeh juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut. 
a. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, 
umpamanya: budak dengan orang merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara, 
dan sebagainya. 
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 b. Suami tidak mampu memulangkan istrinya, dan tidak pula memberikan belanja 
sedangkan istrinya itu tidak rela. 
c. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya yang diketahui oleh beberapa orang saksi 
yang dapat dipercaya. Artinya, suami sudah benar-benar tidak mampu lagi memberi 
nafkah, sekalipun itu pakaian yang sederhana dan tempat tinggal, atau ia tidak 
mampu membayar mahamya sebelum mencampuri istrinya. 
 
  
 E. Dasar Hukum Talak Dalam Islam 
Pada prinsipnya asalnya, talak itu hukumnya makruh berdasarkan sabda Rasulullah 
Saw. 
 َأ ْب َغ ُض  َْلا َلا ِل  ِإ َل ِللها   َت َع َلا َّطلا  َلا ُق 
Perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah Azzawajalla adalah talak (HR Abu Dawud 
dan Al-Hakim). 
Ulama Hanabilah (penganut mazhab Hambali) memperinci hukum talak sebagai 
berikut: 
Talak memiliki hukum wajib, haram, mubah, dan sunah. Talak wajib, misalnya talak dari 
hakam perkara syiqaq, yakni perselisihan suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan 
lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan 
persengketaan mereka. Termasuk talak wajib ialah talak dari orang yang melakukan ila, 
terhadap istrinya setelah lewat waktu empat bulan.
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Adapun talak yang diharamkan, yaitu talak yang tidak diper- lukan. Talak ini 
dihukumi haram karena akan merugikan suami dan istri serta tidak ada manfaatnya. Talak 
mubah terjadi hanya apabila diperlukan, misalnya karena istri sangat jelek, pergaulannya 
jelek, atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak istri. 
Talak mandub atau talak sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah 
keterlaluan dalam melanggar perintah- perintah Allah, misalnya meninggalkan shalat atau 
kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau istri sudah tidak menjaga kesopanan 
dirinya. Talak adalah hak suami, karena dialah yang telah berminat melangsungkan 
perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah dalam idah. Di samping itu, laki-laki 
harus memberi mut'ah dan nafkah idah. Di samping itu, laki-laki adalah orang yang lebih 
sabar terhadap sesuatu yang tidak akan tergesa-gesa menjatuhkan talak apabila marah atau 
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 ada kesukaran yang menimpanya. Sebaliknya, kaum perempuan itu lebih cepat marah, 
kurang tabah sehingga ia sering cepat-cepat minta cerai hanya karena ada sebab yang 
sebenamya sepele atau tidak masuk akal. Karena itulah, maka kaum perempuan tidak diberi 
hak untuk menjatuhkan talak.
47
 
F. Prosedur Cerai 
1. Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau 




2. Tahapan Persidangan: 
  a. Upaya perdamaian 
b. Pembacaan permohonan  
c. Jawaban Termohon  
d. Replik Pemohon  
e. Duplik Termohon  
f. Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon) 
g. Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/) 
h. Musyawarah Majelis 
i. Pembacaan Putusan/Penetapan 
3. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan 
upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari 
sejak perkara diputus atau diberitahukan. 
4. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, 
                                                         
47
 Ibid Nasrudin, Fiqh Munakahat, hal. 98  
48
 Ibid hal. 50 
 Pengadilan Agama: 
  a. Menetapkan hari sidang ikrar talak. 
b. Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak. 
c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, 
suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka 
gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan 
berdasarkan alasan hukum yang sama. 
5. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai. 
6. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka 
dapat dikeluarkan Akta Cerai. 
7. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para 
pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan. 
8. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian 
tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang m Ibid hal. enang dapat 
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 BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Prosedur Persidangan Cerai Talak di Pengadilan Agama 
Persidangan yang memeriksa perkara perdata agama tingkat pertama di 
laksanakan di ruang sidang yang di pergunakan untuk keperluan itu dengan: 
1. Menyebutkan identitas kuasa hukum apabila termohon memberikan 
kuasa kepadanya 
2. Menyebutkan identitas termohon dalam persidangan tersebut di pimpin 
oleh  ketua majlis, Hakim anggota, dan panitera Pengganti.
50
 
Setelah persidangan di buka dan di nyatakan terbuka untuk umum oleh 
ketua majelis, lalu kedua pihak yang berperkara di panggil masuk ke ruang 
sidang, kemudian ketua majelis berusaha untuk memediasi atau mendamaikan 
pemohoin dan termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil karna 
pemohon tetap ingin menceraikan termohon, kemudian dalam peroses jawab 
menjawab atau replik dan duplik saksi dari termohon dan pemohon setelah 
pembuktian jika pihak pihak tidak bisa berdamai maka hakim membacakan 
keputusan cerai talak. 
51
 
Setelah amar putusan di bacakan, oleh ketua majelis kembali 
menanyakan kepada pemohon dan termohon atau kepada kuasa hukum 
keduanya terkait kesiapan untuk mengucapkan ikrar talak dan kewajiban 
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B. Tinjawan Hukum islam Tentang keabsahan advokat Non muslilm Dalam 
perkara Cerai talak 
Dalam kajian hukum Islam, istilah advokasi dapat di setarakan dengan 
al-mahamy yang berarti pengacara.
53
 kata ini merupakan derivasi dari kata 
himayah yaitu pembelaan yang di lakukan oleh seseorang atau perlindungan 
seorang kuasa hukum terhadap kliennya di muyka persidangan, dengan 
seiring zaman para fuqaha mengkonfensikan pembelaan ke bentuk yang lebih 
dinamis dan konperhensip yang di kenal dengan sistem wakalah 
(perwakilan).
54
 peranan advokat disini adalah sebagai wakil di pengadilan 
yang di kenal dengan wakalah. 
Wakalah adalah legal apabila ada kemaslahatan di dalamnnya status 
hukum wakalah bisa menjadi sunnah, jika membantu hal yang sunnah, 
wakalahpun bisa jadi makruh jika di pakai untuk hal yang makruh, 
wakalahpun akan haram apabila di pakai untuk hal yang haram, dan akan 
menjadi wajib apabila di pakai untuk hal yang wajib.
55
 
Para ulama sepakat dengan ijma atas di bolehkannya wakalah bahkan 
ada yang cenderung mensunnahkanya dangan alasan bahwa hal tersebut 




 Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Hukum Islam Hunungannya dengan UU Advokat dan 
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 adalah termasuk ta’awun atau tolong menolong atas kebaikan dan taqwa,56 
sebagaimana firman allah. 
...                         
“Artinya: ...yang artinya tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan 
kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam 
mengerjakan dosa dan permusuhan”. 
Mengenai wakalah non muslim dalam perspektif hukum islam non 
muslim terbagi menjadi beberapa kelompok seatu kesalahan fatal terjadi pada 
sebagian kaum muslimin adalah menyikapi seorang kafir atau non muslim 
dengan sikap yang sama, sedangkan allah dan Rosulnya membedakan orang 




1. Kafir marbi atau kafir muharib, yaitu orang kafir yang berada 
dalam peperanagan dan bermusuhan dengan kaum muslimin 
2. Kafir dzimmi, yaitu orang kafir yang hidup di tengan kaum 
muslimin di bawah pemerintahan kaum muslimin da mereka 
membayar jizyah setiap tahun  
3. Kafir muahhad, yaitu orang kafir yang berada dalam perjaanjian 
dengan kaum muslimin dengan janglka waktu yang di tentukan 
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 4. Kafir musta’man yaitu orang kafir yang di jamin keamananya oleh 
kaum muslimin 
Permasalahan yang akan di di bahas disini adalah kafir dzimmi dalam 
kontek pembelaan di pengadilan, pembahasan disini akan di kemukakan 
pendapat para fuqaha mengenai masalah tersebut. Pendapat populer di 
kalangan mayoritas fuqaha atau jumhur ulama menjauhkan ahli zimmah dari 
jabatan dan pekerjaan apapun di dalam keadaan apapun, baik keaadan 
darurat atau tidak, pendapat ini juga dikemukan oleh madzhab hanafi, maliki 
dan sya’fii.58  
Landasan hukum yang mereka kemukakan berdasarkan Q.S. AL-
Imran ayat 118 Yang berbunyi: 
                        
                              
              
“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi 
teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) 
mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka 
menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut 
mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar 
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 lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu 
memahaminya”. 
Apabila penulis menganalisisnya maka cenderung bahwa penasehat 
atau advokat pada badan peradilan aga harus beragama Islam kecuali salah 
satu pihak beragama lain,
59
 dengan alasan advokat adalah salah satu 
penegak hukum Islam di Peradilan Agama dan ia salah satu penegak norma 
hukum Islam, serta salah satu azaz predilan agama adala azaz personalitas 
ke islaman dan memang produk putusan hakim berdasarkan hukum islam 
kecuali salah satu pihak yang berperkara baik orang maupun lembaga yang 
tidak beragama Islam maka wajar apabila klien tersebut mengambil advokat 
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Dari pembahasan ini penulis, dapat menarik kesimpulan diantaranya 
1. Mengenai pandangan para ulama madzab terdapat dua perbedaan pendapat 
mengenai yang memberikan kuasanya kepada non muslim untuk 
mengikrarkan talakada yang memperbolehkan ada yang tidak 
membolehkannya yang tidak membolehkanya ialah kalangan Hanafiyah 
dalam pernyataan hanafiyah di katakan bahwa, taukil dalam talak adalah 
pemberian kuasa dari seorang laki laki yang mentalak istrinya,  
pelimpahan kuasa itu atas nama laki laki yang mentalak tersebut dan 
bertindak menjatuhkan talak kepada istrinya, namun kuasa itu tidak dapat 
di berikan kepada non muslim secara spritual atau secara hukum agama 
karan berbeda keyakinan dan ajaran pada hal tersebut seorang advokat non 
muslim tidak dapat di berikan kuasa untuk menjatuhkan talak. 
Sementara dalam hukum positif yang terdapat pada undang undang No 
7 Tahun 1989 tidak di jelaskan secara eksplisit, dalam penjabaranya yang 
terdapat dalam pada pasal 70 ayat 2 dan 3 kemudian ayat 4 disebutkan 
hanya boleh memberiakan kuasa kepada wakilnya dan kalimat wakil itu 
sendiri tidak di jelaskan secara sepesifik wakil laki laki atau perempuan 
 2. Praktik di pengadilan agama sesuai praktik dengan mewawancarai hakim 
pengadilan agama pengucapan ikrar talak ternyata tidak boleh di kuasakan 
hukum mengucapkan talak pada kliennya, maka hak mengucapkan talak 
tersebut sepenuhnya ada oada laki laki(suami) sesuai pada undang undang 
yang telah di jelaskan sebelumnya terdapat terdapat kata wakil, namun ini 
bukan berarti wakil perfempuan yang mengucapknaya dan alasanya juga 
mengqiyaskan pada talak bid’i tgalak bid’i adalah talak di kala istri sedang 
dalam keadaan haid atau nifas (tidak suci) bagaimana bisa mengikrarkan 
talak pada kliennya, sementara kita tidak mengetahui seoprang advokat 
non muslim dan perempuan itu adalam keadaan suci atau tidak. 
 
B. Saran Saran 
 Adapun saran yang  dapat di tuangkan oleh penulis adalah: 
1. Agar Hakim pengadilan agama lebih fleksibel terhadap kuasa hukum 
non musllim dan wanita dalam mengucapkan ikrar talak. 
2. Harus adanya ketetapan undang undang yang menjelaskan prihal 
pemberian kuasa dan pengucapkan ikrar talak sehingga tidak ada 
kontradiktif di dalam undang undang mengenai kata kata wakil 
tersebut. 
3. Kepada pemohon dalam hal ini boleh boleh saja memberikan kuasanya 
kepada advokat non muslim dan perempuan dalam menanganai 
perkara, salah satu contoh ialah cverai talak, dan ikrar talak pemohon 
 harus mengganti kuasanya dengan seorang kuasa hukum laki laki atau 
perempuan melimpahkan kepada panitera laki laki. 
 
